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JCW Desak Inspektorat Periksa Kasudin  Dikdas

- JAKARTA, TEROPONG
- JAKARTA Corruption Watch
(JCW) selaku pihak yang me-
nemukan adanya permainan pe-
nerapan anggaran di Suku Dinas
Pendidikan Dasar (Sudin Dik-
das) Jakarta Pusat pada tahun
anggaran 2013 mendesak Ke-
pala Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta untuk memanggil dan
memeriksa Kepala Kekuasaan
Pengelolaan sejumlah pagu
Rp.400 juta di unit kerja terse-
but. Hakikat hukum dalam Perda
Provinsi DKI Jakarta dan UU
No.5 Tahun 2014. Koordinator
JCW Manat Gultom kepada
TEROPONG di Balaikota, Ka-
mis'(16/4) menyatakan, bahwa
tugas dan kewenangan Inspek-
torat adalah pemeriksaan pene-

rapan pembangunan mencakup
APBD.

Keselarasan Perda dan UU
tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) tersebut diatas, merupa-
kan interaksi pernyataan dalam
kebijakan Publik Gubernur Ba-

suki Tjahaja Purnama (Ahok)

yang menyatakan, supaya para
pejabat di wilayah pemerintah-
nya yang diduga atau ketahuan
mencuri APBD dalam berbagai
Jjenis modus operandi, segera di-
periksa serta pengusutan hukum
oleh SKPD Inspektorat.

~ “Kebijakan publik Gubernur
Ahok itu, kiranya jangan hanya
janji-janji manipulatif dalam
rangka pencitraan publisitad
semata,” ujar Manat.

Kepala Inspektorat Provinsi

Sub Bagian Hukum dan Humas

DKI Jakarta Lasro Marbun se- ini. Pihak lembaga kami yakin, bahwa terkait Pengadaan
laku Chief Operational Officer Sains Experiment Listrik untuk SDN Karang tersebut,
(COO0) dari Gubernur diharus- diduga kuat unsur Manipulatif Admi |1i.3t|';11i1‘ Dokumen
kan penerapan prinsip hukum Pelaksanaan Anggaran (MADPA). Sangkaan atas tahapan
dalam rangka menindaklanjuti korupsi meliputi, bentuk korupsi pertentangan kepentingan
penyeleweangan penerapan Yaitu melakukan transaksi publik tetapi menggunakan
APBD 2013 di Sudin Dikdas Ja- perusahaan sendiri, keluarga, dengan menggunakan jabatan
karta Pusat, untuk Pengadaan yang dipegang Kasudin dilmmgkink_an terjadi. Sedangkan,
Sains Experiment Listrik berni- penerapan prinsip tindaklanjutt hukum berikutnya adalah
lai pagu Rp.400 juta itu. Ben- Kepala Inspektorat Lasro Marbun, yang diharuskan
tuknya, Lasro Marbun segera menyita dokumen laporan khusus / bulan sampai tanggal

pemintaan data dan dokumen 31 Desember 2013 dan 2014 atau disebut Form. PP |
Sudin Dikdas Jakarta Pusat. Berikut keabsahan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perjanjian Kontrak
(SPK), dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
sesuai BASTR, terkait hukum penyediaan barang jasa
Sains Experiment Listrik untuk SDN Karang, sawah Besar.

sejak penetapan, pelaksanaan
penyediaan barang meliputi
pemeriksaan Berita Acara Serah
Terima Barang (BASTB) ditan-
datangani Sujadiono selaku
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA). Ruang lingkup pemerik-
saan berikutnya, tambah Manat,
penyitaan surat Tanda Pengiri-

Sebab, lanjut Manat, dua program pengadaan barang jasa
untuk satu sekolah seperti SDN Karang 08 Pagi Sawah
Besar, sumber APBD 2013 dikerjakan pihak PT. Bt.rlmn
Kencana Sejahtera.

Satu jenis pengadaan barang jasa lainnya yakni
Ensiklipedi Anak Sholeh diadakan CV. WP yang beralamat
| JLKebun Sirih Kav 40 Jakarta Pusat. Dokumen pengiriman
barang pada 3 jenis pengadaan tersebul tersirat bulan
' Desember 2013, Tetapi, terdapat kejanggalan pihak peng-
gunaadalah Desember 2014, Potensi antara penyelenggara
Negara dengan pihak lain dapat melakukan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KIKKN) meliputi korupsi dengan
korupsi yang bersilat terselubung maupun korupsi yang
bersilat ganda menaungi peristiwa tiga pengadaan barang
| Jasa atas pengelolaan tugas dengan kewenangan Kepala
" Inspektorat selaku pejabat Pelaksana l(L.bl_}:.lde pada
§ Pemprov DKI Jakarta, (muller)

Lasro Marbun
man Barang No.46/TT-BKS/
XII/2013/Pusat tertanggal 12
Desember 2013 kepada pihak
pengguna barang jasa atau da-
lam halini SDN Karang 08 Pagi,
tantang aktivis korupsi dari JCW
B Bersambung ke hal.11



